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BUPATI SAMBAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS ,

; a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2
tentang lzin Lingku ngan ; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan padahurufa
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Lingkungan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3521, sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor T2,Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l82Ol;

2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44381;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI2
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
05 Tahun 2072 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor aOS);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 99O);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
O8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta
Penerbitan lzin Lin:gkungan (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol3 Nomor 12561;

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nornor 4
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2076
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfigas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Ralryat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2076 Nomor 41);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daeratr adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Sambas.
Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungiawab di
bidang pengelolaan lingkungan hidup.
lzin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan Usaha danlatau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
persyarat memperoleh izin Usaha danlatau Kegiatan.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha
d.an/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses penga"mbilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
danf atau Kegiatan.
Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup-
Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Kerangka Acuan adalah rua.ng lingkup kajian analisis dampak
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal,
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yarrg selanjutnya disebut
RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang
terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
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Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang
menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yangwajib dilengkapi dengan Amdal'
Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL'

16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah

bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang

20.

dilaksanakan.
lzin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh

instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan'
Izin adalah lzinPengelolaan Lingkungan sesuai dengan yang tercantum
di dalam surat Kefutusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi

UKL - UPL.
Penanggung jawab usaha danlatau kegiatan adalah setiap orang,

p"ror".tg ai d,anl ataubadan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya

terpotensi menimbulkan kerusakandan/atau pencemaran lingkungan.
Insiansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung
jawab di bidang Lingkungan HiduP.

yang
akan

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Izin Lingkungan diberikan dengan maksud sebagai upaya Pengelolaan
linglsrngan hidup berkesinambungan dan bertanggung jawab yaflg
tertib.

(21lzin Lingkungan bertujuan agau. setiap rencana Kegiatan dan/atau
Usaha senantiasa melaksanakan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan sesuai dengan rencara pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang akan dilaksanakan agar lingkungan dapat terjaga.

Bagran Kedua
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

(1) Permohonan lnn Lingkungan diajukan secara tertulis oleh
pen6mggungiawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada
Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan lzrr, Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-
RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.



Pasal 4

permohonal iitnlinglmngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

harus dilengkaPi dengan:
a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
b. dokumen pendirian Usatra dan/atau Kegiatan; dan

c. profil Usaha
1. nama pen ;

2. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
3. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
4. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan'

Pasal 5

Setelah menerima perrnohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 "y"t 
(1) Bupati wajib mengumumkan permohonan

Izinlingkungan.

Pasal 6

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Bupati.

(2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

paling lama S ttimal hari kerja terhitung sejak dolmmen Andal dan RKL-

irpl i"ng di4jukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran,
terhadap pengumuman sebagaimana dim
jangka wakhr paling lama 10 (sepuluh) hari

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat ai""*p"ikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak
dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai
Amdal.

Pasal 7

(1) pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Usaha
danJatau Kegiatan yang w4iib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati.

(2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKLUPL yang
diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi'



(3)

(4)

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka wakhr paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagran Ketiga
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 8

(L)lzrn Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
a. ren"an" Uiaha dgnrrlatau Kegiatan yang wajib AMDAL; dan
b. rencana usaha dan/atau Kegiatan y{18 tidak wajib AMDAL.

(2llinlinglmngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan:
a.setelah aitakutannya pengumuman permohonan lzln Lingftungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
b. bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(S) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan lanr Lingkungan' ' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
b. persyaratan dan kewajiban yangditetapkan oleh bupati; dan
c. berakhirnya lzin Lingkungan.

(2) Dafam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa
wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Sl Izn Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha
dan/atau Kegiatan.



Pasal 10

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukart
perrnoftott", pembahan lzin Lingkungan, apabila Usaha danlatau
kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk
dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi;
a. perubahan kepemilikan Usaha daflatau Kegiatan;
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
c. perubahan ytrryD berpengamh terhadap lingkungan hidup y{Lg

memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengamh

terhadap lingkungan hiduP;
2. penambahan kaPasitas Produksi;
3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi linglungan;
4. perubahan sara.na Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yangbelum tercakup

di dalam Izin Lingkungan;
8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ytrrg ditujukan dalam

rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat
peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu
usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perrrbahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan
hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup
dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; atau

e. tidak dilaksanakannya renc€ula Usaha dan/atau Kegiatan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannyalzin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan pembahan lziarr Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c, hurrf d, dan huruf e,

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan
permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.

(4) Penerbitan perubahan Keputrrsan Kelayakan Lingkungan Hidup
dilakukan melalui:
a. pen5rusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui
per{ruslrnan dan pemeriksaan UKLUPL baru.



(6) penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubatran Usaha dan/ata,u Kegiatan

Uaat termasuk dalam kriteria wajib Amdal'

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingfuungan dilakukan bersamaan dengan

penerbitan perubafuan Keputusan Kelayakan Ling!<ungan Hidup atau

Rekomendasi UKLUPL. 
pasal 11

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

sebagaimana di*"t 
"t 

d dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Bupati sesuai

kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkulgan
hidup sebagiimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {21 huruf b,

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporart

perubahaa kePada BuPati.

(3) Berdasarkan laporan pembahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bupati sesuai pewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagran KeemPat
Kewaji ban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 12

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
a. -.i""8 pet"yrrr.tat dan kewajiban yang dimuat dalam lzin

Lingkungan du.t izlr;r perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepadaBupati; dan

c. *"r,y"diakan dana penjaminan untuk pemuthan fungsi lingkungan
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan-

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemeganglzin

Pasal 13

Pemegang lzifl berkewajiban melaksanakan Upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan.



Pasa] 14

Pemeganglzin berhak:

^. 
m"t"t,rkan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air lirnbah
sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam lzin; darr

b. mendap^tt "tt 
perlindungan dari Pemerintah Daerah atas upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan.

Bagian Keenam
PembiaYaan

Pasal 15

(1) Biaya permohonarr lzrn Lingkungan meliputi biaya pemeriksaan teknis
' ' 

uniuk proses penilaian dokumen lingkungan dapat dibebankan kepada

Pemrakarsa.

(2lBiaya kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan ""11 
pembinaart

' ' 
terhadap 

- pelakianaan peljJzrnat dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belar{a Daera}r.

Bagran Ketujuh
Sanksi Administrasi

Pasal 16

(1) Setiap orang maupun badan yang melang-gar ketentuan sebagaimana' ' 
dimaksud dalam Pasal 12 dikenaka sanksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b.pembekuanlan;
c.pencabutan lzin;

(2) penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata
cafa penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim
Teknis Pelaksana Perizinan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan
mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terkait Izin Lingkungan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan BuPati ini
Sambas Nomor 18 Tahun 2Ol2
Kabupaten Sambas Tahun 2OI2
berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o.arg dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan nupaii ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAI] ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATtrN SAMBAS

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan as1in1.2

mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
tentang lzin Lrngkungan (Berita Daerah
Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak

KEPALA BAqIAN HUKUM,

Pembina Tk. I (IVi b)
NrP. 19680612 199710 i 001


